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PERATURAN DESA JATIMULYO

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA JATIMULYO NOMOR 1
TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Menimbang
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TAHUN 2020-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIMULYO

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu mengubah beberapa ketentuan dalam
peraturan Desa Jatimulyo nomor 1 tahun 2020 tentang
rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDESA)
Desa Jatimulyo Tahun 2020-2025 Sebagaimana telah di ubah
peraturan Desa Jatimulyo Nomor 5 Tahun 2021 tentang
perubahan atas peraturan Desa Jatimulyo Nomor 1 Tahun
2020 tentang rencana pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPIMDESA) Desa Jatimulyo Tahun 2020-2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan desa
Jatimulyo tentang perubahan Kedua atas Peraturan Desa
Jatimulyo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPIJMDESA) Desa
Jatimulyo Tahun 2020-2027;

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
kedua atas undang undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6914) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang
Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5871);

Undang-Undang Nomor 2 thun 2020 Tentang Penetapan
peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara Stabilitas
Sistem keuangan Untuk Penangann Pandemi Corona Disease
2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadami
Ancaman Yang Membahayakan Perkonomian Nasional
Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
111 Tahun 2014 tentang Peraturan Di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul
Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015,
tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan
Keputusan Musayawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 6);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016
Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016
Tentang Pelatihan Masyarakat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 787);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016
Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Thun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
( Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Perauturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
108/PMK.07/2024 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024);
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Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2015
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015
tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun
2015 Nomor 7);

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jember Nomor 38
Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan
Rincian Dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021(Berita Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 3).

Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023
tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi
Desa ;



Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWATAN DESA JATIMULYO

dan
KEPALA DESA JATIMULYO

MEMUTUSKAN

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DESA JATIMULYO NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA) DESA JATIMULYO TAHUN 2020-2025 MENJADI
PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPIJM DESA) DESA
JATIMULYO TAHUN 2020-2027

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa
meliputi  kewenangan di  bidang penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,
Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usuldan adat istiadat Desa.

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan
nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.
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Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa,
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang
disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa
untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan
kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa,
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati
bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup
dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan
kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan
melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur
masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai
tujuan pembangunan desa.

Pembangunan Partisipatif adalah suatusistem pengelolaan
pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang
dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan
kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna
mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan
sosial.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat
dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan,
perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan
sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,
kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan
pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat,
masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang
menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta
dinamika masyarakat Desa.

Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi
yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia,
sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan
sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta
permasalahan yang dihadapi desa.



15.

16.

17.

18.

iEe

20.

21.

22.

23.

(1)

(2)

(3)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya
disingkat RPIJM Desa, adalah Rencana Kegiatan
Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP
Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu
1 (satu) tahun.

Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang
menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme
perencanaan pembangunan Daerah.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang
dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban Desa.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari
kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak
lainnya yang syah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut
APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan
Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi
Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan
belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana
perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama
lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai
dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa
dalam memberdayakan masyarakat.

Pasal 2

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan
Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada
perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan
seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.

Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap
pelaksanaan Pembangunan Desa.



Pasal 3

Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan
Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB II
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka
meliputi:
a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk
jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang
disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan

penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun.

(2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana
Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

(1) Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah Desa melaksanakan
tahapan yang meliputi:

a. penyusunan RPJM Desa; dan
b. penyusunan RKP Desa.

(2) RPIJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a,ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

(3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan
Juli tahun berjalan.



(1)

(2)

)

Bagian Kedua
Penyusunan RPJM Desa
Paragraf 1
Umum

Pasal 6

Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa,
arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan
yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), antara lain:

a. penetapan dan penegasan batas Desa;
pendataan Desa;

penyusunan tata ruang Desa;
penyelenggaraan musyawarah Desa;
pengelolaan informasi Desa;
penyelenggaraan perencanaan Desa;

penyelenggaraanevaluasi tingkat perkembangan
pemerintahan Desa;

h. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;

i pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;dan
j.  kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:

a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan
infrasruktur dan lingkungan Desa antara lain:

1. tambatan perahu;
2. jalan pemukiman;

3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah
pertanian;

4,  pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
5. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
6. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.

b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana kesehatan antara lain:

1.  air bersih berskala Desa;

2. sanitasi lingkungan;

3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu;dan
4

sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai
kondisi Desa.

C. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana pendidikan dan kebudayaanantara lain:

1. taman bacaan masyarakat;
2. pendidikan anak usia dini;

@ "o a0 o



(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)
(3)

(1)
(2)
(3)

Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), meliputi kegiatan sebagai berikut:

a. penyelarasan data Desa;

b. penggalian gagasan masyarakat; dan

c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
Laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf ¢ menjadi bahan masukan

dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan
perencanaan pembangunan Desa.

Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa
dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukenali potensi dan
peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah
yang dihadapi Desa.

Hasil penggalian gagasan menjadi dasar bagi masyarakat
dalam merumuskan usulan rencana kegiatan meliputi
penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa.

Pasal 12

Tim penyusun RPIM Desa melakukan rekapitulasi usulan
rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan
rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.

Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2),menjadi lampiran laporan hasil pengkajian
keadaan Desa.

Pasal 13

Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian
keadaan Desa.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam berita acara.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri
dokumen:

a. data Desa yang sudah diselaraskan;

b. datarencana program pembangunan kabupaten/kota
yang akan masuk ke Desa;

c. datarencana program pembangunan kawasan
perdesaan; dan

d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan
Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.



dan kondisi dapat dilakukan revisi perubahan sesuai dengan
dinamika perkembangan Pembangunan Desa.

(1)
(2)

(3)
4
(5)

Paragraf 2
Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Pasal 9
Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa.
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
a. kepala Desa selaku pembina;
b. sekretaris Desa selaku ketua;

c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku
sekretaris; dan

d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga
pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan
masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.

Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling

sedikit 7(tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mengikutsertakan perempuan.

Tim penyusunsebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

d.

b.
C;
d

(1)
(2)

penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota;
pengkajian keadaan Desa;

penyusunan rancangan RPIM Desa; dan

penyempurnaan rancangan RPIM Desa.

Paragraf 3
Pengkajian Keadaan Desa

Pasalll

Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.

Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi
objektif Desa.



(5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:

d.

pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan,
peternakan dan perdagangan;

pelatihan teknologi tepat guna;

pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala
Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan
Desa;

peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
kader pemberdayaan masyarakat Desa;
kelompok usaha ekonomi produktif;
kelompok perempuan,

kelompok tani,

kelompok masyarakat miskin,

kelompok nelayan,

kelompok pengrajin,

kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
kelompok pemuda;dan

10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.
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(6) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
Desa;

Pasal 7

(1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPIJM Desa
dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.

(2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif
Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota.

(3) Penyusunan RPIJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

a.
b.

pembentukan tim penyusun RPIJM Desa;

penyelarasanarah kebijakan perencanaan pembangunan
kabupaten/kota;

pengkajian keadaan Desa;

penyusunan rencana pembangunan Desa melalui
musyawarah Desa;

penyusunan rancangan RPJM Desa;

penyusunan rencana pembangunan Desa melalui
musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan

penetapan RPJM Desa.

Pasal 8

RPJM Desa Jatimulyo Tahun 2020 — 2027 sebagaimana dimaksud
Pasal 6 ayat (1) ditetapkan setiap 8 (Delapan) tahun sekali
menyesuaikan dengan periode masa jabatan Kepala Desa, dan
dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan perkembangan situasi



3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan

5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan
lainnya sesuai kondisi Desa.

d. Pengembangan wusaha ekonomi produktif serta
pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana ekonomi antara lain:

1. pasar Desa;

pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
penguatan permodalan BUM Desa;
pembibitan tanaman pangan;
penggilingan padi;

lumbung Desa;

pembukaan lahan pertanian;
pengelolaan usaha hutan Desa;
kolam ikan dan pembenihan ikan;
kapal penangkap ikan;

cold storage (qudang pendingin);
tempat pelelangan ikan;

tambak garam;

kandang ternak;

instalasi biogas;

mesin pakan ternak;

sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai
kondisi Desa.

e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
penghijauan;

pembuatan terasering;
pemeliharaan hutan bakau;
perlindungan mata air;

pembersihan daerah aliran sungai;
perlindungan terumbu karang;dan
kegiatanlainnya sesuai kondisi Desa.
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(4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
a. pembinaan lembaga kemasyarakatan,
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
pembinaan kerukunan umat beragama;
pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
pembinaan lembaga adat;
pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
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(1)
(2)

Pasall4

Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada kepala Desa
hasil pengkajian keadaan Desa.

Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan
Permusyawaratan Desa setelah menerima laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka
penyusunan rencana pembangunan Desa  melalui
musyawarah Desa.

Paragraf 4

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah

(1)

(2)

(3)

Desa
Pasal 15

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan
musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian
keadaan desa.

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud padaayat (1),
membahas dan menyepakati sebagai berikut:

a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;

b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang
dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan

c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat
Desa.

Pembahasan rencana prioritas Kkegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf ¢, dilakukan dengan
diskusikelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan
bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa.

Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), membahas sebagai berikut:

a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;

b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 8
(Delapan) tahun;

c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan
Desa; dan

d. rencana pelaksana kegiatan Desa vyang akan
dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat



(1)
(2)

(1)
(2)
(3)

(4)

(1)

(2)

3)

Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa
dengan pihak ketiga.

Pasal 16

Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14, dituangkan dalam berita acara.

Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun
RPIM Desa.

Paragraf 5
Penyusunan Rancangan RPJM Desa
Pasal 17

Tim penyusun RPIJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa
berdasarkan berita acara.

Rancangan RPIM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.

Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang
hasil penyusunan rancangan RPJM Desa vyang dilampiri
dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala
Desa.

Pasal 18

Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPIM Desa
yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPIM Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

Tim penyusun RPIJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan
arahan kepala Desa dalam hal kepala Desa belum menyetujui
rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam hal rancangan RPIM Desa telah disetujui oleh kepala
Desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan
Desa.

Paragraf 6

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Desa
Pasal 19



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan
pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan
menyepakati rancangan RPIJM Desa.

Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan
Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.

Unsurmasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas:

tokoh adat;

tokoh agama;

tokoh masyarakat;

tokoh pendidikan;

perwakilan kelompok tani;

perwakilan kelompok nelayan;

perwakilan kelompok perajin;

perwakilan kelompok perempuan;

perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak;
dan

j.  perwakilan kelompok masyarakat miskin.

k. unsur masyarakat masyarakat lain sesuai dengan
kondisi sosial budaya masyarakat.
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Pasal 20

Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18, membahas dan menyepakati
rancangan RPIM Desa.

Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan
dalam berita acara.

Paragraf 7
Penetapan dan perubahan RPJM Desa

Pasal 21

Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa
melakukan perbaikan  dokumen  rancangan  RPIM
Desaberdasarkan hasil kesepakatan musyawarah
perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18.

Rancangan RPIM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPIM
Desa.

Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang
RPIM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



(4)

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(1)
(2)

Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh
kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Pasal 22

Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis
politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang
berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau
pemerintah daerah kabupaten/kota.

Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan
pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan
peraturan Desa.

Bagian Ketiga
Penyusunan RKP Desa
Paragraf 1
Umum

Pasal 23

Pemerintah Desa menyusun RKP Desasebagai penjabaran
RPJM Desa.

RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan
informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan
dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah
daerah kabupaten/kota.

RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.
Pasal 24

Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan
masyarakat Desa.

Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui
musyawarah Desa;

pembentukan tim penyusun RKP Desa;

c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan
program/kegiatan masuk ke Desa



(1)

(2)

(3

(1)

(2)

3)
(4)

pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
penyusunan rancangan RKP Desa;

f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah
perencanaan pembangunan Desa;

g. penetapan RKP Desa;
h., perubahan RKP Desa; dan
i.  pengajuandaftarusulan RKP Desa.

Paragraf 2
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
melalui Musyawarah Desa

Pasal 25

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan
musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana
pembangunan Desa.

Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menjadi pedoman bagi pemerintan Desa menyusun
rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan
musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling
lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 26

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;

b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPIM
Desa; dan

c. ~membentuk tim wverifikasi sesuai dengan jenis kegiatan
dan keahlian yang dibutuhkan.

Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan
kerja perangkat daerah kabupaten/kota.

Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam berita acara.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi
pedoman kepalaDesa dalam menyusun RKP Desa.

Paragraf 3
Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa



(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

Pasal 27

Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa.
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. kepala Desa selaku pembina;

b.  sekretaris Desa selaku ketua;

C. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai
sekretaris; dan

d. anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga
pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan
masyarakat desa, dan unsur masyarakat.

Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling

sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak11 (sebelas) orang.

Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mengikutsertakan perempuan.

Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling
lambat bulan Juni tahun berjalan.

Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan kepala
Desa.

Pasal 28

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

d,

(1)

(2)

pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan
program/kegiatan masuk ke desa;

pencermatan ulang dokumen RPIM Desa;
penyusunan rancangan RKP Desa; dan
penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

Paragraf 4

Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan
Program/Kegiatan Masuk ke Desa

Pasal 29

Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari
kabupaten/kota tentang:

a. pagu indikatif Desa; dan
b. rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah

daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota
yang masuk ke Desa.

Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterima kepala Desa dari kabupaten/kota paling lambat
bulan Juli setiap tahun berjalan.



(1)

(2)

(3)
(4)

(3)

Pasal 30

Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu
indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang
meliputi:

a. rencana dana Desa yang bersumber dari APBN;

b. rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan
bagian dari dana perimbangan vyang diterima
kabupaten/kota;

c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi
daerah kabupaten/kota; dan

d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan
dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan
belanja daerah kabupaten/kota.

Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana

program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:

a. rencana kerja pemerintah kabupaten/kota;

b. rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah
daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;

c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan
perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota.

Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa.

Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan kedalam format kegiatan pembangunan yang
masuk ke Desa.

Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (4), tim penyusun RKP Desa menyusun
rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan
dalam rancangan RKP Desa.

Paragraf 5
Penyusunan Rancangan RKP Desa

Pasal 31

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:

d.

b.
C.
d

hasil kesepakatan musyawarah Desa;
pagu indikatif Desa;
pendapatan asli Desa;

rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi,
dan pemerintah daerah kabupaten/kota;

jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD
kabupaten/kota;

hasil pencermatan ulang dokumen RPIM Desa;
hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan



(1)
(2)

3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
Pasal 32

Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana
kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.

Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sekurang-kurangnya meliputi:

a. ketua;

b. sekretaris;

c. bendahara;dan

d. anggota pelaksana.

Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
mengikutsertakan perempuan.

Pasal 33

Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;

b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang
dikelola oleh Desa;

c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang
dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak
ketiga;

d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang
dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari
Pemerintah, pemerintah  daerah  provinsi, dan
pemerintah daerah kabupaten/kota; dan

e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur
perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga
ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan
ke dalam rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dapat berasal dari
warga masyarakat Desa, satuan kerja perangkat daerah
kabupaten/kota yang membidangi pembangunan
infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional.

Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam format rancangan RKP Desa.

Pasal 34

Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.



(2)

(3)

(1)

(2)
(3)

4

(1)

(2)

Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar Desa disusun
dan disepakati bersama para kepala desa yang melakukan
kerja sama antar Desa.

Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),diverifikasi oleh tim verifikasi.

Pasal 35

Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan
kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan
perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi,
dan/ataupemerintah daerah kabupaten/kota.

Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program
dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar
usulan RKP Desa.

Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim
penyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 36

Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil
penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen
rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan oleh tim penyusun RKP Desa kepada kepala
Desa.

Pasal 37

Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk
melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam hal kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa
menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan
Desa.

Paragraf 6

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 38



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan
pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan
menyepakati rancangan RKP Desa.

Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan
Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.

Unsurmasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas:

tokoh adat;

tokoh agama;

tokoh masyarakat;

tokoh pendidikan;

perwakilan kelompok tani;
perwakilan kelompok nelayan;
perwakilan kelompok perajin;
perwakilan kelompok perempuan;

perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak;
dan

j.  perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat
melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi
sosial budaya masyarakat.
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Pasal 39

Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:

a. pagu indikatif Desa;

pendapatan asli Desa;

swadaya masyarakat Desa;

bantuan keuangan dari pihak ketiga;dan

bantuan keuangan daripemerintah daerah provinsi,
dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap
kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan
Desa;

b.  peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan
dasar;

® o0 o



(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(1)

(2)

C. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan
lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber
daya lokal yang tersedia;
pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif:
pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan
ekonomi;

. pendayagunaan sumber daya alam;

g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;

h.  peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman
masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat
Desa; dan

i.  peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga
kemasyarakatan Desa.

Pasal 40

Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan
Desa sebagaimana dimaksud dalamPasal 37, dituangkan
dalam berita acara.

Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPIJM Desa
melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa
berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan
pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP
Desa.

Kepala Desa MEnyusun rancangan peraturan Desa tentang
RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh
kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk
ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa.

Paragraf 7
Perubahan RKP Desa
Pasal 41

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis
politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang
berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar  atas kebijakan
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau
pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi
peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikyt:



a. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang
mempunyai kewenangan fterkait dengan kejadian
khusus;

b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa
yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;

c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana
kegiatan dan RAB; dan

d. menyusunrancangan RKP Desa perubahan.

(3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan
perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, kepala Desa melaksanakan kegiatan
sebagai berikut:

a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas
kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi,
dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;

b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa
yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar
atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi,
dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;

c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana
kegiatan dan RAB; dan

d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
Pasal 42

(1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan
pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk
kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP
Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40.

(2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan
dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya
perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
40ayat (1).

(3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan
pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RKP Desa
perubahan.

(4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Semua perencanaan yang dilakukan setelah berlakunya peraturan
Desa ini harus berpedoman pada RPIJM Desa tahun 2020-2027



Pasal 44
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Jember.

Ditetapkan di : JATIMULYO
pada tanggal : 23 Mei 2025

Peraturan Desa Jatimulyo No. 4 Tahun 2025
Diundangkan di Jatimulyo

L=
= L)

LEMBARAN DESA JATIMULYO TAHUN 2025 NOMOR 4



PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIMULYO
DAN
KEPALA DESA JATIMULYO

NOMOR: 4 Tahun 2025
NOMOR: 4 Tahun 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIMULYO
DAN
KEPALA DESA JATIMULYO

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Desa Jatimulyo Nomor 1 Tahun 2020 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPIJM DESA)
setelah dilakukan pembahasan bersama antara BPD dengan
Kepala Desa disetujui Rancangan Peraturan Desa untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Desa ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan persetujuan bersama BPD
dan Kepala Desa Jatimulyo;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
kedua atas undang undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6914) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang
Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5871);

6. Undang-Undang Nomor 2 thun 2020 Tentang Penetapan
peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara Stabilitas
Sistem keuangan Untuk Penangann Pandemi Corona Disease
2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadami



Ancaman Yang Membahayakan Perkonomian Nasional
Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangna (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
111 Tahun 2014 tentang Peraturan Di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2093);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

12.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul
Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

13.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015,
tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan
Keputusan Musayawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84
Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 6);

15.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016



Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);

16.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016
Tentang Pelatihan Masyarakat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 787);

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

19.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016
Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Thun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 ( Covid-
19) di Lingkungan Pemerintah Daerah.

21.Perauturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718).

22.Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2015
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2005 — 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 2);

23.Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015
tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun
2015 Nomor 7);

24.Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016
tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang
Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016
Nomor 7);

25.Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/300/1.12/2022
Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit
akibat Penyakit Mulut dan Kuku ( Foot and Mounth Disease );

Menetapkan : PERSETUJUAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA JATIMULYO
TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA
MENJADI PERATURAN DESA.



Pasal 1

Rancangan Peraturan Desa Jatimulyo yang telah disetujui bersama
menjadi Peraturan Desa Jatimulyo adalah sebagai berikut:

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN DESA JATIMULYO NOMOR 1
TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPIJM DESA) DESA JATIMULYO TAHUN
ANGGARAN 2020-2027

Pasal 2

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam lampiran persetujuan bersama ini.

Pasal 3
Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : JATIMULYO
pada tanggal 23 Mei 2025

B UHAR.I ACHMAD/ALMUHAJIR SAM, M.Hi.

T J



RANCANGAN RENCANA PEMBANGUMNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPIM DESA) 2020-2027

DESA JATIMULYD
KECAMATAN JENGGAWAH
KABUPATEN JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
Bidang/ Jenis Kegiatan v . v v + w.a ¥ v Pra“’“a;mm’b"_:v:i: SUMBEr | brairaan Pola Pelaksanaan
Mo No. Jenis Kegiatan "“"‘“‘"E' IRE‘;RW" Prakiraan Velumd  Sasaran/ Manfaat el Kerasa| purineam
Bedang Sub Bidang Tahun 1| Tahun 2| Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6 | Tahun 7| Tehun 8| Jumiah (Rp) Sumber % — a Pihak
s | Ketiga
1 2 3 4 L3 5 7 8 g 10 11 12 13 id 15 15 17 18 19 X0 21
1 | Penyelenggarasn | ; AR F : ] I = T I~ e =T
F‘cmu‘imﬁn o 1 :;‘:*:f;;:ﬂmt;mn fEntang henetdpe Desa Jatimubyo 2 Kall Masyarakat v v v y v o 13,000,000] ADD W
4 Pembangunan Batas dan Gapura Desa Desa Jatimulyo 4 Titik Masyarakat W 129,000,000 [a]®] W ¥
3 Pembuatan Peta Desa Desa Jatimulyo 1 Paket Masyarakat v S,800,000] ADD,BGH v
4 Penyusunan Data Profil Desa Desa Jatimulyo 1 Paket Masyarakat ¥ v ¥ ¥ W v W W 20,000,000 ADD v
5 Penyusunan Data Dasar Keluargs Desa Jatimulyo 1 Paket Masyarakat W v v L' v v W v 19,300,000 ADD ¥
i Penyusunan Daka Potensi Sumberdaya Alam S : TR 3 ; / 5 : Sl ! S
[3 . dan Produk Uinggulan Desa Desa Jatimulyo 1 Paket Masyarakat + v v \-'“ __\ : WV \". v 5,000,000 ADD W
7 HD usywarsh Desa tentang Rencana Tata RUa0d | o, ot 1 Paket Masyarakat V 4,000,0000 ADD ¥
8 Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan Desa latimulyo 12 Kali Masyarakat v W Y W v Y W v 35,000,000 ADD v
9 Keglatan Tilik Dusun dan Musyawarah Dusun Desa Jatimulyo 2 Kali Masyarakat L 24,000,000 ADD v
10 | Kegiatan Musyawarah Desa Desa Jatimulyo 8 Kali Mesyarakat v ) W v ¥ W v v 18,000,000 ADD W
.| Penyusunan Persturan Desatentang Tan | . | . T T T P ] s 7
{ n_ _ Rusng Desa L = |::~:sa i L Sy T [ ! W 2,500,000 ADD ¥
12 | Sosalisasi Peraturan Perundang-Undangan De<a Jabimulyo 1 Paket Masyarakat Vv W v ¥ v v W ' 2,300,000 ADD LY
13 | Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa|  Desa Jatimulyo 1 Paket Masyarakat v v ¥ ¥ y W v ¥ 5,000,000| ADD W
14 | Penyusunan Skala Priofas Pembangunan Desa | Desa Jatimulyo 1 Paket Masyarahat W W v ¥ W Vv v v 8,000,000 ADD W
15 Kegiatan pengelolaan dan panetapan Aset Desz | Desa Jatimulyo 1 Pakst Aparatur Pemides ¥ W v Y W W v v 6,200,000 ADD W
Penyedisan Honorarum, Lang Saku dan Uang -__ |l Sy e -
16 | Lembur Kepals Deta dan perangkat Desa Desa Jabimulys 8 Tahun Aparatur Pemdes v + Vi v v ¥ v W 32,600,000 ADD W
Lainnya
Penyedaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan ; . .
17 Kepala Desa dan Perangksé D Cairen Desa Jatimulyo 8 Tahun Aparatur Pemdes Y A W v 3 o ¥ W 2,401,728,000) ADD Y
18 ::-mu. iaan Tunjangan dan Balanja Opersional Desa Jatimulyo 8 Tahun Anggota BPD o of o J o ¥ v ¥ 411,600,000  ADD v
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Bidang/ Jenis Kegiatan v v v v v v v V| e o SUTET] Pratiraan Poia Pelaksanaan
N No. - Jenis Kegiatan ;'u‘:ﬂm; Prakiraan Volumy  Sasaran, Manfazt swakeiol | ) Kerjasam
Bidang Sub Bidang Tahun 1| Tahun 2 | Tahur 3| Tahun 4 | Tahun & | Tahun & Tahun 7| Tahun &{  Jumizh (Rp) | Sumber p A;”;r a Pihak
Diaca mF
4 2 3 4 G & Z 8 g o i1 iz 13 4 15 i6 17 ig 19 20 21
15| Penyediaan Insentif RT / RwW Desa Jatimulyo & Tahun RT/RW v + v 4 v v Ui v 710,400,000| ADD v
20 | Penyedisan Belanja Cetak dan Penggandaan Desa Jatimulyo 8 Tahun Aparatur Pemdes v ¥ ¥ W V v ¥ ¥ 4,280,000) ADDLBGH) v
21| Penyedizan Alat Tulis Kantor Desa Jabmiulys 8 Tahun Aparatur Pemdes v ¥ v ) v v v v 10,000,000]  ADD v
22 &Il'a‘r;f;:ralamn Keberslhan Dan Bahan Desa Jatimulyo & Tahun Aparatur Pemdes ¥ ¥ iy v v v ¥ ¥ 3,150,000 ADD v
Iy F"énp:di.aan Belanja Naﬁsﬁ. IfJan _Eleku'anik : i [ ] § F 4
A
23 (Lamps Pifar, Battary Kaeing) Desa Jatimulyo : E .T_aEn il Aparatur Pemdes v W ) v 4 i v o W £ ‘\.' ) W ,G'iﬂ.-ﬂ? Da-" _\’ Ji B
2 |1 POy Belania Mataran dari Minein Desa Jatimulyo 8 Tahun Aparatur Pemdes v W v v + W ¥ ¥ 8,000,000 ADD ¥
Hapat [ Kegiatan ol Py ) ALY
Fenyediaan Belanja Sewa peralatan dan ; i f J
ar L1 8,400,000 ADD i
25 Pertergiapan kantor EE_TI:HUWD & Tahun -.P-ll'.'ld'ﬁt‘inll' Pemide _1.'_ ] ) W v . _\-_ v ] _'.’_' : W )l b N
Penyediaan Belanja Pakaian Dinas Hanan (POH) : f 41000
26 i wbribitriya ki De.sa"Ja'nmulf_- . -] '!:a'hun Aparabur Pemdes v . v : v v __i_ ] v i _.1." W 14,000,000  ADD 1:"_.
27 | Penyediaan Belanja Pakatan Kerja BPD Desa Jatimulys 5 Tahun Aparatur Pemdes W v v v v 66,000,000] ADD W
Penyedizan Belanja Pakalan Olahraga Desa Jatimulya 2 Tahun Aparatur Pemdes W Y W W v v W v 6,600,000 ADD v
L Penyediaan B-Erija Penw?a:an dan | ’ il v ' | Ay 7 R B - = e
Esa 27,100,000 ADD v
= _ Pemeliharaan Kendaraan Operasions| o Jatimulyo 8 'I'a_hhiri_ - @E!dﬁ i v_ o v ¥ v . _\- v V'_ ¥ i S| e
Penyediaan Honorarium Narasumber [ Tenaga 1 J ’ J '
& !
30 ARl { Instruktur _ Desa Jahmulﬁ_- ) -EI Tahun A Aparatur Mdm Vv k _i_ ¥ it \-__ W ¥ gt 000,000(  ADD ! v
31 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Desa Jatimulyo & Tahun Aparatur Pemdes v v v v v v W ') 149,200,000 ADD,BGH v
32 :’:ng, 2 Befnja Alry LEtrir, dan Talepan;/ Desa Jatimulya & Tahun Aparatur Pemdes W v ¥ v v v v v 19,500,000 ADD v
31| Penyediaan Belanga Bahan dan Material Desa Jatimulyo & Tahun Aparatur Pemdes W W v v V v v W 29,600,000, ADD v W
o (Bl Belanja Pakalan khusus dan har- Desa Jatimubyo & Tahun Aparatur Pemdes WV y v v v v v W 34,000,000 ADD v
hari tertentu e T s == ! : bt [
35 | Penyedianan Belanja Perjzlanan Dinas Cesa Jatimubyo 8 Tahun Aparatur Pemdes Y v v 3 ¥ v ¥ W 7,800,000 ADD W
35 | Penyediaan Belanja Dokumentasi dan Dexorasi | Desa Jadmulys 8 Tahun Aparatur Pemdes ¥ W v & v v v W 9,200,000/ ADD v
37 | Operasional Pemerintah Desa Desa Jatimulye 5 Tahun Aparatur Pemdes W ¥ V v v 35,000,000, DD Vv
3% Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Desa Jatimulyo B Tahun Aparatur Pemdes v W W W W W W W 143, 700, 000 ADD ¥
35 | Penyusunan Buku Profil Desa Desa Jatimulyo & Tahun Aparatur Pemdes v W v W v W v v 43,000,000  ADD v
Jumlah Per Bidang 1 4,405,958 000
1L Pembangunan Pembangunan, Daruszalam RT 4 ;
Dara Permanfastan Dan 1 Penerangan Jalan Umum 11 2 Tiuk Masyarakat W 23,000,000 ie]n] W
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i ! Prakiraan Biaya dan Sumber A
Bidangl Jenis Kegiatan v 0 &) v v v W W P i Prakiraan Pola Pelaksanaan
| (R /R, ]
Mo Na. Jenis Keglatan LomDuiin;R ! Praiiraan Volumd  Sasaran/ Manfaat kel Kerjasa Kerjasam
Bidang Sub Bidang Tahun 1| Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5| Tahun & | Tehen 7§ Tahun &) Jumlah (Rp) | Sumber 2 E“' a Pihak
Py 0
1 2 by o 3 & el 5 2 e 11 12 13 L I5 I8 17 18 Pl 20 21
i — |Femehhamaan 3 = = T i = [T et E Hiim— |
(B lam RT
Infrasruktur Dan 2 | Pembangunan Drasnase g J,alm“a ] 150 Meter Masyarakat v 00,450,000 DD
Lingkungan Desa e — _D g - ——— = o it = g = e
3 Pembanguan Jalan Paving ”alr'ussa i 150 Meater Masyarakat W 56,000,000 DD
Al i fa = o | Lo eyt T et = —
4 | Pembanguan Jalan Paving ’2::?1"“3 Ll 250 Meter Masyarakat ¥ ¥ A 137,500,000| ADD J
= T R N R e X ST L e SR L
5 Pembangunan Drainase / Plengsengan :ralmm AmH, 200 Meter Masyarakat v 23,000,000) 0O v
i i | pammsalamar | . [ T h Ok '
B Penerangan Jalan Umum 21 2 Titk Masyarakat v 20,000,000  APBD
Rt sy S L e e d bt e g e i © il i et o b = -
7 |  Pembanguan Jalan Paving = H""ssa gt 210 Meter Masyarakat V 92,400,000 DO v
B Fembangunan Drainase [ Plengsengan F. Mut ?ﬂuml&m RT 210 Meter Masyarakat v 126,630,000
G Pembanguan Jalan Paving P. Suni utara) E;lmssahm RT 100 Meter Masyarakat 44,000,000
e Darussalam RT B b i i e
10| Pembanguan Jalan Paving P, Hasan selatan a1 250 Meter Masyarakat 110,000,000
11| Refeling Aspal jalan Babean Darussalam 1.500 Meter Masyarakat 447,501,600 Do W
12 Pembanguan Jalan Paving Barat P. Ihsan E‘;rumlam A 150 Meter Masyarakat W 56,700,000 Do ¥
: e A Sl EL P L st L sar al | e L S s sl 3 it e T el e e Ll e e e e
13 Pembanguan Jalan Paving menuju masjid Darull] Darussalam RT 150 Meter Masyarakat ) 56,000,000 oo
Ikhsan e sy I | 4f2 _d AL ), repres | e
Pel n Jal Plas lep intuk ki lam AT
14 =Daran Jelan dan Flengsengan'selepintic kel - Darssaiam 150 Meter Masyarakat i i 23,000,000] OO W
utara 42 5
Pengurukan Jalan selep intuk ke utara _!lez”'““""“ EY 150 Meter Masyarakat v ¥ 34,770,000 DD
J o 7] S Darussalam RT [T il TS | iR N I il 2
15 | Pembanguan Jalan Paving Selep intuk ke utara a2 150 Meter Masyarakat Y 337,680,000 DD
T s P AL = ey e | v ! i =
16 E_‘:lﬁ"_‘m" A8 FrRnigRRIGoH SEep It R kR Darussalam 560 Meter Masyarakat v W v 1,000,000,000) AFED v
I " Darussalam RT | all)i 3 I i Y R | [
17 Pembangunan Jalan Aspal selep intuk ke Barat 42 250 Meter Masyarakat v 337,680,000] AFEBD
e s 5 L L nE Tl Al e
18 | Pembanguan Jalan Paving Utara Dam Misr 52 100 Meter Masyarakat 44,000,000
: Darussalam RT. | e " =i ERE T ] | ST ] [t =] . 3 }
19 Pemasangan Paving Stone Litara selep intuk 52 100 Meter Masyarakat v 54,500,000 oo v
R — | DarussalamRr h P ] [ i S T e T
20 | Pembanguan Jalsn Paving Barat P. Taji 52 100 Meter Magyarakat v 44,000,000 (0]
s L e e i |t SR 5 = W) SRt | e Tl _|._ =t B : : =
21| Tanggul kali mayang sering banjr 62 ED0 Meter Masyarakat 3 B7,500,000] APBD ¥
= o o 1 o B O ML : .
22 | Pembanguan Jelan Paving menuju Posyandu 6,|'alr e 200 Meter Magyarakat W 56,700,000 oo ¥
Darussalam RT : .-_- R s
23| Pembangunan Jembatan menuju Posyandu P 15 Meter Masyarakat v 20,000,000 DD v
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: : ; Prakiraan Biaya dan Sumber
y
Bidang lanis Kegiztan W o o A W W 3 + Pt Prakiraan Pola Pelaksanaan
o N, Jenis Kegiatan E‘Jl,iRu:I;RWI Prakiraan Volumd  Sasaran/ Manfaat e Kerasa Herjasam
Bedang Sub Bidang Tahun 1| Tahun 2 | Tahun 3| Tahun 4| Tahun 5| Tehun 6| Tahun 7 | Tahun 8| Jumlah (Rp) Sumber = i a Plhak
e | Ketioa
i Z 3 % 5 -1 7 g Cl io I 12 I3 14 15 & 17 FL 19 20 2
AL —— e ==l = e . £y s g
24 | Pembanguan Jalan Paving P. Jiman Ke Timur E;azru!sa s 200 Meter Masyarakat v &5000,000] DD v
Jc Pembangunan Drainase | Plengsengan Timur Carussalam RT 110 Metes Masyaraka v 66,330,000 oo v
Lapangan 72 ] IS =) e e L ol T i 1
|
25 | Pembanguan Jalan Faving Timur Lapangan ?‘ra?msaa i 110 Meter Masyarakat v 44,000,000 oD v
27 Pemasangan Paving Stone Depan P, Mahsun ?;.zmsalam RY 100 Meter Masyarakat v 37,800,000 oD v
28 | Pemasangan Paving Stone Litara Lapangan ?;zmsalam BT 100 Meter Masyarakat v 37,800,000 0O V4
3 o 3 = ekl P = S -"E.I-la.rl_ljsalam RT e & Pt o T k B X - = 4 b
29 | Pemeliharaan Jalan Paving 72 100 Meter Masyarakat v ¥ 44,000,000 co v
2 5 I = R L S P e = T =l
30 | Pemeliharaan Drasnase g;msg am R 100 Meter Masyarakat v W 55,330,000 ©CO v
L e = e i el ; = A A - A o= e | et SRR L S ol (WM U (e ST Fear STl T b fr S | e = RS
34 Pembangunan Plengsengan Parapet kall Carussalam BT 250 Mater Masyarakat i, 04.705,800| APBD v
mayang B2 o by VR
32| Pembangusan Draenase Elfzms“hm BT 350 Meter Masyarakat v 213,050,000 DO W
33 | Refeling Aspal falan E;”"“'“[am RT 350 Metar Masyarakat ¥ $5,000,000) DD v
! AT Darussalam RT i : f f PR iy § i
34 | Pembangunan TPT P. Daspan Selatan 92 1500 Meter Masyarakat V v 300,000,000 [Ex] W
— I = I e S| v | e | A = LA - PR ] A e . L
35 Pembangunan Faving Timur Ketua BPD ?ggﬁa ST 120 Meter Masyarakat v 45,360,000 Do ¥
e : . - = = - S ] frnas ll2 SR S —
% Pelebaran dan TFT Jalan Gumuk Lampis ke Darussalam RT 800 Meter Masyarahat o v < 406,000,000 oo v
Eelsan L 2 | SU0S RN T SR S S T C = VR || S N [l [
Darussalam RT 1 4
37 | Pembangunan Draenace 1072 150 Meter Masyarakat R, 50,450,000 oo W
la '
38| Pembangunan Draenase E:'E“‘“ R 100 Meter Masyarakat V 60,300,000] DO ¥
Darussalam RT :
3% | Pemasangan Paving Stene Depan P. To 112 100 Meter Masyarakat v 15,333,300 ss] v
a0 Pemasangan Paving Stone Depan Samping P. Darussalam RT 100 Meter Masyarakat o 15,333,300 oo .
RT Zainul 1z ceyialin LIS iiES : | e AT ENNTSY R | N ] _; A
! D RT i
41| Pembangunan Plengsengan / Drainase Darussalam 100 Meter Masyarakat 60,300,000 DD v
pengairan 1172
Femasangan Paving Stone Depan Samping P, Darussalam RT ; i
42 100 Met M kak / 15,333,300 oo
AT Muhkias ] 7 o Dt e | IS il [ e | M = | A5 | N 2 e | e L e
43 Pembangunan Plengsengan [ Drainase Darussalam RT 100 Meter Masyarakat N o 13,529,400 oD v 3
pengalran 12/2 ) =
a4 Pembangunan Dragnase ?;;;smlam RT 100 Mater Masyarakat 601,300,000 DD v
I = o
45 Z:bang;mn Salokan Besar Fasar ke Gatas Darr..'-w rssa wm RT 1,000 Meter Masyarakat Y V J 135,294,000 oo J Y
trarl-.rss.al‘-am -RT - ,_
46 |  Pembangunasn paving Menuju Pasar 1412 100 Meter Masyarakat v v 15,333,300 Do v
)
DARPIMDesa Perubahan ke Dual09 Lampiran RPIMDesa-2020-2027 Page & of 28




D:ARPIMDesa Perubahan ke Dua0? Lampiran RPIMDesa-2020-2027

Bidang/ Jenis Kegiatan 1,.' v o v ¥ + o+ + P“H"’;ﬂma‘“_“ d‘:;.s""“w Prakirazn Pola Pelaksanazn
o e, Jenis Heglatan Lekasi IR:';RW-" Prakiraan Volumeg  Sacaran/ Manfast - Kerjasa Kerjasam
Bidang Sub Budang Tahun 1| Tehur 2 | Tahun 3| Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun & | Tabun 7 | Tahun & Jumizh (Rp) Surmber = ma a Pihak
Dcza ¥
I 2 ) L 5 [ 7 &8 L Ia ir 12 13 14 15 16 I7 18 19 20 21
5 A= e S e | Darussatam AT i Ma:yara;t;;:zi;%baw o | T = i /
47 Pambangunan Jambatan dan tempt parkic 152 50 Meler Pandidan v Siﬁiﬂfﬂ DD il v = ¥
48 | Renavasi Jembatan ?;g“a{am o3 50 Meter Masyarakat W 45,999,500 OO W ¥
G | Darussaizm RT . = i FEE i ___,_ TR i s ; '
&5 Refelfing jalan Aspal 152 5D Mater Masvarakat W 30,000,000 COD ¥
e e ey e A By bR =] et
50| Pembangunan Draenase E’;,';ssa s 250 Meter Masyarakat v 150,750,000 DD ]
w - Rt (Ol | ST L i : = e | |
51| Refeling jalan Aspal f:;;’ E— 250 Meter Masyarakat v 00,000,000 DO V
(Sl | T : i = ) e e o L
52 Pembangunan Draenase F:J:;‘""alam H 250 Meter Masyarakat 150,750,000 Lo v
53 | Pembangunan Draenase sy B 550 Meter Masyarakat v W 1,000,000,000) APBD v
17/2-RT 712 L
54 | Pembengunan Paving - Pondok Gus Hasyim Bringinsari AT 1/3 200 Meter Masyarakat v v 30,666,600 APBD ¥ ¥
55 | Refeling jalan Aspal Bringinsan RT 1/3 200 Meter Masyarakat 50,000,000 oo v
55 | Fembangunan Drainase / Plengsengan Bringinsari RT 1/3 | 400 Meter Masyarakat L' W 61,333,200 APED v
57 Penerangan Jalan Umum Bringinsanri RT 1/3 1 Titdk Masyarakat W 23,000,000 (i8] v
53 | Pembangunan / Peningkatan Dreanase Bringinsari BT 2/3 400 Meter Masyarakat 132,560,000 Do ¥
59 | Pembangunan Jalan Paving B. Anis Brirgineari AT 2/3 150 Meter Masyarakat 56,000,000 oo v ¥
50 | Pembangunan f Peningkatan Dreanase Bringinsari AT 3,3 350 Meter Masyarakat v W 800,000,000 CO v v
&1 Refeling jalan Acpal Bringinsari RT 4/3 250 Meter Masyarakat L' G0,000,000| co 3
62 | Pembangunan Parapet Kal Mayang Bringincari RT 4/3 | 153 Mater Masyarakat v v v 26,775,000 AFBD ¥ v
63| Pembangunan Parapet Kall Mayang Bringinsari KT 5/3 | 1000 Meter Masyarakat v 280,000,000 oo v v
64 | Pembangunan Pagar Makam Bringinsari AT 5/3 200 Meter Masyarakat ¥ 35,000,000 Do v v
BE Pembangunan Drasnase Bringincari AT 5/3 200 Metar Masyarakat A 120,600,000 oD 'l
66 | Refeling jalan Aspal Bringinsari RT 5/3 200 Meter Masyarakat v 90,000,000 DD v
67| Pembangunan Drasnase Bringinsari RT 5/3 200 Meter Masyarakat W 30,666,600 jaln] 'l ¥
68 Renovasi Jalan Pawving Bringinsan RT 6/3 50 Meter Masyarakat W 22,000,000 [a] v
o9 Peml?anuunan Jembatan RT.007 RV.003 Jalan Brivginear RT 773 | 6 m% 1.4 m' Masyarakat v 16,272,500 oo =,
Perbatasan g 2
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Bidang/ Jenis Kegiatan W ¥ ¥ W W W W Vv mnpmma;:mmb” Prakiraan Pola Pelaksanaan
No Mo, Jenis Kegiatan L &;EZ‘;RW! Prakiraan Volumd  Sasaran/ Manfaat ki) Kerjatal yapaeam
Bidang Sub Bidang Tahum 1 | Tahun 2| Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5| Tahun 6| Tahun 7§ Tahun 8] Jumlah (Rp) Sunber g M2 | a Pihak
I
I 3 L 5 ] o & 2 1 11 12 17 el 15 I8 I7 I8 2 20 21
70 E‘EE""“”"‘""” Jembatan RT.007 RW.003 Jalen | e AT 773 | 6 min 1am' Masyarakat + 16,272,500 DD v
71 | Refeling jalan Aspal Bringinsari RT 7/3 200 Meter Masyarakat v 90,000,000 {u]s] W
72 | Pembangunan Draenase Bringinsari RT 7/3 | 200 Meter Masyarakat ¥ 120,600,000 DD v
72 | Pembangunan Draenase Bringirsari RT B3 255 Meter Masyarakat v 38,333,250 oo Y v
74 | Pembangunan Gorong-gorong Bringinsar RT 8/3 6 Meter Masyarakat ¥ 7,000,000 co v
75 | Refeling jalan Aspal Bringinsari RT B/3 250 Meber Masyarakat Vv 50,000,000 Do v
76 Fembangunan,/Peningkatan Draenase Bringinsari RT B/3 250 Meter Masyarakat v 60,300,000 Do v
77 Pembangunan Jalan Paving P. Tadlo Bringinsari RT 9/3 200 Meter Masyarakat v B8,000,000 DD v
78 | Pembangunan/Peningkatan Draenase E‘;';;g'““” i 200 Meter Masyarakat s0,300,000] DD V
79 | Pemasangan Paving Stone E‘;;‘Jg'"'“" o 100 Meter Masyarakat v 44 p00,000, 0D ¥
H : e -_.E_ri.:ginsari RT s | 1| FEt il ; ie- ] A .f_ =
80| Refeling jalan Aspal 13 630 Meter Masyarakat W 180,000,000 oo W v
L b e SR - e T S e 2. ] o5 b S : = - =
81| Pembangunan Jalan Paving ?fl;"]g bord 333 300 Meter Masyarakat v 45,992,900) ARED ¥
B2 | Pembangunan Draenase Curah ?::’3"‘“““ RT 400 Meter Masyarakat ¥ 2900000000 DD v v
v e Bringinsari RT | .. . ) i T
23 | Pembangunan Draenase Pinggir sewah 1173 400 Metar Masyarakat ¥ 690,000,000] 0D v v
e o " Bringinsad BT | ... | e e A 25
84 | Pembangunan Jembatan 11/3 20 Meter Masyarakat v 35,000,000 DD v v
85| Penerangan Jalsn Wmum ?;,?:mm i 15 Titik Masyarakat vl 200,000,000 DD ¥ v
| emngmsanrT | .. = P R e P [ e [ i
BS Pembangunan Drasnass 1273 200 Meter Masyarakat W 120,600,000 [s]n) W
: { Bringinsan RT ; ] [= '
87 | Refeling jalan Aspal 12/3 200 Meter Masyarakat W 50,000,000 58] W
; - ,- - i _B_r;ug:'nsari RT e i s TR ) | :
B2 | Pembangunan / Peningkatan Dreanase 133 200 Meter Masyarakat W 120,600,000 () ¥
7 R Bringinsan RT | oo | o = T : ;
8% | Pembangunan Jalan paving P, RT 133 100 Meter Macyarakat 44,000,000 DD N
d : : SO A B e e e e | KVE et LS k.
a0 emba_ngunnn Draenase Salep B, Mur ke P, Bringinsan RT 250 Meter Masyarakat 150,750,000 0o J
Jarkoni 133 it
91 | Momalisasi Sungal Karang Tengah fm"”‘"“" 41 3000 Mater Masyarakat v y v v W v 380,000,000 APBD ¥
[ . i ins i ¥ K] [ )
92 T;';t::ﬂu"a" Plengsengan Sungai Karang ?:;;J nsari AT 3000 Meter Masyarakat v v 900,000,000 DD ¥
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Bidang/ Jenis Kegistan I o v + ¥ ¥ v V V P""k"“‘:mm'a d“’:bs""h"' Prakiraan Pola Pelaksanaan
po Ne. Jervis Kegiatan "“"a;'u':s::‘;m" P rakiraan Volumd  Sasaranf Manfaat K Herjasal yariasam
Bidang Sub Bidang Tahun 1| Tahun 2| Tahun 3| Tahun 4 | Tahun 5| Tahun 6 | Tahun 7| Tahun 8| Jumlah (Rp) sumber e a Pihak
2 Antar Ketiga
Dexa
1 Fd < + 5 & 7 8 g i) 11 12 iz 14 T -3 I7 18 Ig 20 21
93 | Pembangunan Dinding Penahan jalan ?:;;gmsan 4 250 Meter Masyarakat v v 81,666,750) DO v
92 | Pembangunan Rabat Beton Jalan EL:TMM il 250 Mater Masyarakat v V 75,000,000 DD v
95 | Pembangunan DAM / Pembagi air P. Idris ?:E'm” R 50 Meter Masyarakat i v W v of Vv 30,150,000 APED v
o e L W | Bringinsari RT S =*IICD e Wi
%5 | Pengadaan Jaringan Listrik 144 15 Tigk Masyarakat v v LT W W ¥ 15,000,000 AFBD W
i Bringinsar RT i P i SR P TE = F, =y
57 | Pembangunan Plengsengan [ Draenase 1574 1000 Metar Masyarakat ¥ v 300,000,000 DD ¥
68| Pembangunan Jalan Paving F. Hol dan P. Didik ?;‘J&g'"“" B 150 Meter Masyarakat V 22,599,950 DO v
Pembangunan Jembatan ?;rnqqmm' KE 12 Meker Masyarakat ¥ 30,000,000f DO ¥
100| Pembangunan TPT Makam ke barat ?;;f'”“” L1 100 Meter Masyarakat v a0,150,000] DO ¥
101| Pembangunan / Peningkatan Dreanase ?;;E'm” RY 100 Meter Masyarakat 1." g0,300,0000 DD W
102| Pembangunan draenase Jalan Poros Egl:iglnsan 2k 500 Meter Masyarakat V¥ ¥ 150,000,000 Do 'l
103| Pembangunan Draenase ?;E'"“” & £00 Meter Magyarakat ¥ 1,500,000 DD ¥
104  Pembangunan TET dan Paving P, Sukis IB:;(JIMEFI 1] 300 Meter Masyarakat Y 180,500,000 DD v
S i Hr'ingi-nsa_ri RT z S | B f e e 4 s
106| Pembangunan Draenase Jan Poros 74 300 Meter Masyarakat ¥ v W W v v 180,900,000| APBD b
el ed . | i3 7 = M|
105 Pembangurian / Rehab Sedang / Berst Gedung Desa Jatimutya 7 Paket Masyarakat ¥ ¥ W Y v 280,000,000 ADD v
Kantor Desa i ety | e S
107| Pembangunan Taman Kantor Desa Desa Jatimulye 1 Paket Masyarakat v ¥ ¥ v ¥ 50,000,000 ADD v v
1| - [ematmigen Faving.Siona ) Legtingao Desa Jatimulyo 150 Meter Masyarakat v v 22,599950| ADD % ¥
Kartor Desa S| e | e i |t T Y ) h/N St | :
10%2]| Renovasi Gedung PEE Deza Jabmulyo 1 Paket Masyarakat ' 30,000,000 ADD iy
110| Pembangunan kantor dan gudang Deta Jatimulyo 1 Paket Masyarakat v b S0,000,0000 ADD v
111] Pembangunan Gedung Taman Baca Dess Jatimulyo 1 Paket Masyarakat v 75,000,000) ADD v
112| Pembangunan Gedung Aula Serba Guna De=a latimulyo 1 Paket Masyarakat v 500,000,000 oo '
113| Pemesharaan Jalan P. Mahrul - Dam Jeding Dusun Bringinsan | 1000 Meter Masyarakat ¥ v v v v ¥ v v 20,000,000| APED ¥
114| Pemeiharaan Jatan-Babian Bl 1000 Meter Masyarakat ¥ ¥ W i v ¥ ¥ ¥ 30,000,000) APED v
Darussalam
115| Pemehbharaan Jalan Aspal Dusun Bringensarl [ 450 Meter Masyarakat LY 20,000,000  ADD v
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Bidang/ Jenis Kegiatan v 7 ¥ v W " J v |Frekreen Baya dan Sumber] prakiraan Pola Petsksanaan
No Ho. Jenis Kegatan Lnkn: {R-;‘;Rw'{ Prakirzan Volume  Sasaran/ Manfaat Mertasa) oracam
Bideng Sub Bidang Tahun 1| Tahun 2 | Tahun 3| Tabun 4 Tahun 5| Tehun 6| Tahun 7 | Tahun B Jumizh (Rp) Surmber mﬁ mia a Pihak
Auritar Ketiga
Mars
4 2 3 4 5 & 7 & L) 10 JI J2 7 4 15 18 17 18 17 20 P
116| Pengaspalan Jalan Jatimulyo-Jatisari 3.400 Mater Masyarakat W & v v ¥ W W + 450,000,000|  APBD Vv '
117| Pengaspalan Jzlan Jatimulyo-Pantang| 3.500 Meter Masyarakat 4 v W v v ) v v 500,000,000 APBD Y v
= - " L T D_L.‘S.IJH Bn_n-glns.; 17 T T T T 2] = I E
118| Pemsal | T 5 M A f f f
[y f .I'.-.araara Jalan Usa?a ant .y dan Darussalam _ 3.400 erer Masyarakat ¥ ¥ f v v v v v 230,000,000 | SWADAYA v +
114| Pemeliharaan Saluman Irgasi Tersier Dusun Bringlnsar 00 Meter Masyarakat ¥ W v v W v W W 100,000,000 | SWADAYA, W Y
120| Pembangunan Sarana Prasarana olah raga Desa Jatimutyo 1 Paket masyarzkat ¥ 40,000,000 oo v
121| Pembangunan Kolam Renang dan pemancngan| Desa Jatimulye 1 Paket masyarakat W 150,000,000 oo W
122| Pertamanan Kolam Renang Cresa Jabmulyo 1 Pakat masyarakat v 70,000,000 oD v
123]  Alih fungsi kolam sawshisasi Desa Jatimulyo | Pakst P, warsih 3 50,000,000 DD W
124| Pembamgunan TPT dan paving dam kokap Desa Jatimulbyo 1 Paket miasyarakat '\-" 250,000,000 oD A
1251 FPembangunan TPT dan paving dam kokap Desa Jatimulys 1 Paket masyarakat ¥ 250,000,000 [#]8] W
Jumizh Per Sub Bidang Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemetiharaan Infrasruktur Dan Lingkungan Desa 18,323,337,100
Pembangunan Desa Pembanguran 3 "
= pmam::‘n D;n 1 Pengadaan Alrmar chat Desa Jatimulys 1 Paket Masyarakat v 700,000 | APBD W
Pemeliharaan Sarana : T ’
Dan Prasarana 2 Pengadaan Alamari buku Desa Jatimulyo 1 Paket Masyarakat v 700,000 | APBD v
Kesehatan Desa T — i ma — b e = e — T T T4 =
3 Pengadaan Tempat tidur pasien Desa Jatimulyo 1 Paket Masyarakat W 1,500,000 | APBD v
4 Pengadaan Meja & kursi kayu Desa Jatimulyo 1 Paket Masyarakat W 1,500,000 | APBD v
H] Pengadaan Papan data Desa Jatimulye 1 Paket Masyarakat W 500,000 | APBD L'
] Pengadaan Listrik Desa Jatimulye 1 Paket Masyarakat v 3,000,000 | APBD v
7 Rehab kusen pintu & daun pintu Desa Jatimulyo 1 Paket Masyarakat v 2,500,000 | APBD v
8 Rehab Jendela kamar Desa Jatmulyo 1 Paket Masyarakat W 1,000,000 AFBD ¥
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EBidang/ Jens Kegiatan v ¥ W ¥ v v v ¥ Pemibiayaan Prakiraan Pola Pelaksanaan
No No. Jenis Kegiatan e ':RE';RW‘] Prakiraan Volumd  Sasaran/ Manfaat Kerasa) yoriacam
Bidang Sub Bidang Tahun 1| Tahun 2 | Tahun 3| Tahun 4| Tahun 5| Tahun 6 | Tahun 7| Tahun &|  Jumizh (Rp) | Sumber 3 ""'r a Pihat
m"u Hetiga
I 2 3 4 5 & 7 L a Fiv i 17 A7 14 (e Fi-3 j & 18 P 20 2

-] Pemeliharaan & Perawatan PUSTU Desa Jatimulyo 1 Paket Masyarakat v + v Vv v v v 12,000,000 (  APBD +
POSYANDLU LANSIA

11 Pengadaan timbangan EB Desa Jatimulys 1 Paket Masyarakat ¥ 200,000 | APED ¥

12 | Alat tinggi badan Desa Jatimulyo 1 Paket Masyarakat ' 200,000 | APED W

13 Tensimater Desa Jatimulyo 1 Paket Masyarakat v 1,500,000 APED W

14 Stetoskop Diesa Jaomulbyo 1 Paket Masyarakat v 300,000 APED L'

15 | Senter Reel Desa Jatmulyo 1 Paket Masyarakat Y 100,000 | APED '

e Cesha e T e BTN T 1 : — b Sy A DS T e _ i

16 | Pengadaan obat sederhana Desa Jabmulyo 1 Paket Masyarakat W v v W ¥ v v v 1,200,000 | APED ¥

17 | PMT untuk lansia Desa Jatimulyo 1 Paket Masyarakat v v v v Vv v T v 1,800,000 | APBD v

1B Seragam Kader Lansia Desa datimulyo 1 Paket Masyarakat v 1,000,000 | APED v

19| Tas Posyandu Lansia Desa Jatimulyo 1 Paket Masyarakat v 150,000 AFBD v

20 Cagak Timbangan Posyandu Desza Jatimulyo 1 Paket Masyarakat v 2,450,000 AFBED v

21 Alat ukur TB Desa Jatimutyo 1 Paket Masyarakat W 700,000 [ APED v

22| Tensimeter Desa Jatimulyo 1 Paket Masyarakat by 4,550,000 APED v

23| Stetostop Desa Jatimubyo 1 Paket Masyarakat v 700,000 | APED W

24| PMT balita Desa Jatimubys 1 Paket Masyarakat v ¥ ) v v v 6,300,000 | APED U

25 | Seragam kader Desa Jatmulyo 1 Paket Masyarakat i 3,500,000 | APBD ¥

26 Tas Fosyandu Lansia Desa Jabmulyo 1 Paket Masyarakat v 350,000 APED v

27 | Pertemuan kader Dz Jabmulyo 1 Paket Masyarakat Vv v v v v W v W 1,200,000 | APED v

35| | .EmmbengUnan FCK dLEW. 002 Dysin Dusun Bringinsari 2 Paket Masyarakat v 18,000,000 APBD v v
Bringnsar| i i ! | b o M R 1 ey _ &

5 Pembangunan MCK di RW. 00 Pusun Dusun Bringinsan 2 Paket Masyarakat ¥ 18,000,000| APBD v ¥
Bringmsari ~ 3 =5 o

a0 Pembangunan MCK di RW. 001 Dusun Dusun Darussalam 2 Paket Masyarakat W 18,000,000 APBD v v
Carussalam

3 | Pembangunan MCK di R, 002 Dusun A I SRR Misybrikat ", 18,000,000 APED W v
Daruscalam
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: : : d
Bidangf Jenis Kegiatan W + o v ¥ ¥ v 0 B “::;“a a';smb“ Prakiraan Pols Pelaksanaan
No Ma. Jenis Kegiatan Lnka;LEETn;RW,I' Prakiraan Volumd  Sasaran/ Manfaat Herjasa Kerjasam
Bidang Sub Bidang Tahun 1| Tahun 2| Tahun 3| Tahun 4| Tahun 5| Tehun @ | Tahun 7| Tahuna| Jumiah (Rp) | Sumber | 3*akeloll ma |7 ooy
i Antar | tiga
I
i 2 = e 5. & Z 8 il 10 11 12 I3 Iq 15 16 ir 18 Ig 20 =21
32 Pembangunan Podinges Dusun Darussalam Dusun Darussalam 1 Paket Masyarakat v B5,000,000  APBD v ¥
] EEREL AT & I(_d_ﬁ 5 =) = e e e el e = 7 e TR —_— s L = 3 il s
33 g’:’;;u::: Meja dan Kuest dl L Cusun Bringinsan 7 Posyandu Masyarakat v 14,000,000 APSD ¥ v
I:-‘;:H-,-e_daﬁ-a;a_gn Iiursi_;:iﬁ’ns-yandu Dusan | o |[FBE i e = ) | = P N o ]
34 ___D_a_ s lam_ il ' Cusun Darussalam| 7 Posyandu Masyarakat W 15,000,000 APED 7 v,
Pengadaan Meja dan Kursi Palindes Dusun T i = £ B
5 e /
3 Dan.r_s.silam § Cuswn Darussalam 1 paket Masyorakat W 5,000,000] ABED ¥ v
Pengadaan Tempat Tidur Fasien Polindes | Nl [ (i — —
= . ; f
| * | usun Darussalam ooy [t e v v soonoo0| aeeo | ¥ v
37 | Plesterisasi rumah kurang layak huni Dusun Darussalam 1 paket Masyarakat v v v ¥ v v 20,000,000 APBD v v
38 Plesterisasi rumah kurang layak huni Dusun Bringinsan 1 paket Masyarakat W v W W v ') 10,000,000| AFPSD W v
3% | Bedah rumah kurang layak huni Dusun Darussalam 1 paket Masyarakat L v W W Y v 100,000,000 APBD LY v
40 | Bedah rumah kurang layak huni Dusun Bringansari 1 paket Masyarakat Vv v v W v W 90,000,000 APBD ¥ v
Jumiah Per Sub Bidang Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kesehatan Desa 458,500,000
Pembangunan Pembangunan, Al T I ! . =
Deca Femanfaatan Dan 1 Pembangunan Perpustakaan Desa Dess Jatimulyo 1 Paket Masyarakat W 12,000,000 APED W 5
Pemehharaan Sarana | —— = —== T R e e T i - = — —— - — —_—t .
Dan Prasarana 2 Rehab Gedung dan pagar Pos PALID Dugun Bringinsan 1 Paket Masyarakat v 43,000,000) APBD v v
Pendidixan Dan el —_—— - - — - —_— — — ] — ] -
Kebudayaan 3 | Penyediaan APE Luar dan Dalam PAUDYTE Desa Jabmulyo 1 Paket Mosyarakat W #3,000,000| APBD v v
4 Pembangunan bodlet PALDYTE Cussun Carussalam 1 Paket Masyarakat W 43,000,000| AFBD v 3
5 Pembangunan Gedurg Balai Latihan Kerja Dusun Bringinsari 1 Paket Masyarakat v 270,000,000| AFED v "
(i} Fendirian Sanggar Send Dusun Bringinsar 1 Paket Magyarakat v v 30,000,000 AFEBD ¥ v
7 Fembangunan tempat pakir PAUDTE Cesa Jabimulye 1 Paket Masyarakat v W v 22,000,000 ADD v v
B Pembangunan 50 Baru Cesa Jatimulbyn 1 Paket Masyarakat v 310,000,000| APBD v v
9 Pembangunan SMK Baru Desa Jatimulya 1 Paket Masyarakat v 420,000,000 APBD 'l v
10 | Pembangunan SMP/Mis Baru Desa Jatimulyo 1 Paket Masyarakat Vv 360,000,000] AFBD v y
11 Pengadaan meubeler SME SMP/MTs /SD/MI Diesa Jabimuiye 1 Paket Masyarakat v 360,000,000 aAPED v '
12 Pengadaan Peralatan Seni Hadrah Cresa Jabmulyo 1 Paket Masyarakat W 20,000,000  APED Y ¥
- Dusun fald = 20,000,000 A / /
13 Pembangunan Gedung TR Darissalan 1 Faket Masyaraxat v 00, APED W '}
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; : ek -
Bidang/ Jenis Kegiatan v + + v v ¥ v W o “’:;;al;';’ d";s“' ber | pradiraan Poia Pelaksanaan
No No, Jenis Kegiatan Lm;‘i'::imf [Prakiraan Vedumd  Sasaran) Manfaat Kerjasa Kerjasam
Bidang Sub Bidang Tahun 1| Tahun 2 | Tahun 3| Tahun 4 | Tahun 5 [ Tahun 6 | Tahun 7| Tahen 8| Juemiah (Re) Sumber Ewaa ma a Pihak
sz | e
a
4 F 3 < 5 & 7 5 g 1 11 12 13 14 15 I8 17 18 i2 S0 21
1% Pengadaan Peralatan Seni Musik Karang Taruna| Dusun Darussalam 1 Paket Masyarakat i 20,000,000 AFED v i
Jumlah Per Sub Bidang Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Infrasruktur Den Lingkungan Desa 2,033,000,000
Pembangunan Dieca Pengembangan usaha Pemba Rehab Los P Desa
Aricsiicne 4] [ il £sint Los Pear Desa Jatimulys 30 Los Masyarakat ¥ v v v 300,000,000) DD v v
serta pembangunan, Fy P F . o Linok p_. b R . —— = — —_ = —— = — e
permanfaztan dan 2 :maﬂng&n aving Stone-of Lingiaingan Pesar Desa Jatimulyo 1 Paket Masyarakat v v W 110,800,000  APED v
pemediharaan sarana [— e 2 R e e — -- S — = p—_ |- — - e - —_ -
dan prasarana 3 IIONTOn:  AOEDIE CL0gi L Duan K Desa Jatimulyo 1 Paket Masyarakat W 80,000,000 APED v
ckonomd e T T = oo Fas ot il e ] e [ e S LR 1] s EiakeoTh : =~ [
4 Pembuatan Parkir Barat Pasar Desa Desa Jabmulyo 1 Paket Masyarakat v 4,000,000)  APBD W
— ——— T | et St SN [E iR ) - 2 1 Wr—Us i
5 K:T;:;'mn Aeidis Teur Pasa L Desa Jatimulyo 1 Paket Masyarakat iy y 40,000,000  APBD v
6 Fembangunan Gedung Kantor Pasar Desa Desa Jatimulyo 1 Paket Mazyarakat W LY W BD,000,000|  APED W
7 Pembuatan Pintu Gerbang Pasar Desa Desa Jatimulyo 1 Paket Masyarakat Y 25,000,000 APBD v
8 Pemeliharzan dan Perawatan Pasar Desa Desa Jatimulyo 1 Paket Masyarakat v W W ¥ v v 45,000,000| AFBD v
5 Pembuatan Papan Nama Pasar Desa Desa Jatmulyo 1 Paket Masyarakat + 10,000,000  APED v
10 | Pengadaan Tempat Sampah Pasar Desa Desa Jabmulyo 1 Paker Masyarakat v 30,000,000|  APBD +
11 Pembangunan Draenase di Tepi Jakan Pacar Dusim Daruesalam 1 Paket Masyarakat i e = T | I R e q?ﬂ &33_0;3 i J- 3 \_,u_ i i
Diesa - Lapangan HEEE
12 Fembangunan Lumbung Desa Dusun Darussalam 1 Paket Masyarakat v 110,800,000 AFBD A v
13 Pengembangan BUM Dexa Dasa Jatimulyo 1 Paket Masyarakat v 5 ' 500,000,000 oo v W
14 |  Pembangunan Instalasi Bloges Dusun Darussalam 2 Paket Masyarakat ¥ v 380,000,000 APBD v L'
15 | Pembangunan Instalasi Blogas Dusun Bringinsari 2 Paket Masyarakat ¥ ¥ 360,000,000 APBD ¥ W
Bantuan Pengadaan Alat-Alat Benghel 5 ] :
16 Dol st L bk Py calat Dusun Darussatam| 4 Kelompok Masyarakat ' v W 18,000,000| APBD il 1.
Bantuan Pengadaan Alat-Alat Bengsel iy 2 j 7
7 a4 £ | £
1 fPa e Ltk W elomriok Mastva ket Cusun Bringinsari Kelompok Masyaraka v v W 18,000,000 APED v ¥
: Eantua; Pemba-n.gun;l:l Kandaa;g Ttm.a.k urﬁg . Deuin Enrv;lrrs._an_ R -_ Ty Eg T ¥ e ,__-m B S i ey 3 4 I A
18 KtJnmp-_c-k_ Mawn_ral-a_l : - D.ﬁru_s.'.alam : -2 I(uﬂompor._ - M.aiamkat_ i il |, i \-" - - \j‘_ i L | s : ; 120,000,000 APED W v
Bantuan Pengadaan Hewan Temak untuk Dirsun . i f
19 ¥ pok Masyarakat Darissalarm: 2 Kelampok Masyarakat 3 v W 600,000,003  APBD y LY
Bantuan Pengadaan Mesin Pakan ternak untuk 4 4 = f)
&t Kelompok M:s:'araknt Pusun Bringinsar 2 Kelompok Masyarakat ¥ v v . 130,000,0000 APED W 3
Barduan Pengadaan Mesin Fakan ternak uniuk T ek
! ; } syarakst 30,000, AP ! !
21 Kelompok Masya Dusuen Derussalam| 2 Kelompok Masyaraks W " v 1 000 Bo W 3
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Bidang/ Jenis Kegatan N R R e ) v | v | v PR dan Sumbet| prairsan Poia Pelsksanasn
o MNa. Jenis Kegiatan Lﬁkﬂ;ﬁ‘;‘;r{w‘i Frakiraan Volumg  Sacaran) Manfaar Harjaea Kerjasam
Bidang Sub Bidang Tahun 1 | Tahun 2| Tahun 3| Tahun 4 | Tahun 5| Tahun & | Tahun 7| Tahun 8|  Jumilah (Rp) Sumber E'n-a:eid RTI;r axPi.hak
a
i 2 i 4 = 5 7 -3 g I 11 i2 13 2 15 Fi:] F 15 Pl h.:"f;‘ 'jf
i e [ ey e I R TR Ee
3 z&ﬁ;mﬂ;‘::&?am ARG Dusun Danessalam| 2 Kelompek Masyarakat ¥ v v = 188,000,000 TPBL'; ¥ i v
2 m;:s:ﬂfﬁ?ﬂﬂﬁ;ﬂfg&mm' E:f:';f”,ﬂﬁ‘”“”'_'_ flfl.'npok Masyarakat i) i , W v v 234,000,000 APBD W W
= EEG :;ﬁﬁ::"ﬁi;:p::m:ﬁ;ﬂ:“ g:fila!tn_ || dKeompok | Masyslat i s v v v 62,000,000] APEO v v
26 | Pembangunan Saluran Tersier Irigasi g:r:s.alam- 4 Paket Masyarakat Y v W ¥ 280,000,000 APAD ¥ W
37 r:;nj.haman dan Peningkatan Sakuran Tersier il s e 2 Paket Masyarakat %) A ' o i i 110,000,000 ; n-PaD il FE o ¥
23 Pembangunan Box Tersier Barat Gumuk Fr:nl; Desa Jatimulyo 2 Paket Masyarakat it 3 -_\"'_“ e | ;c;o?.:_llﬂm i ATPEI_I'_:J“ i \-'_ i ;
25 Pembangunan Bandungan disaluran Diesa Jabmulyo 2--F;aket 3 ;'Ba:-,'a;ka:: N i X 3 l. o A _4(},0):-];0; _AP;D _|.’_ j
30 . Pengadaan Di&;d [ FPompa .-;u'( i Desa Jat'.muhrum 2 Paket_ Ma_-(araut E Y gy -EI:I,DCOJCOG ED _\-"-l ;
a1 F“mhangunaj; ;umu:nrt.ﬁis.l T Dusun Bringinsari __E_F'akel: “_Ha_s:.ra_r:l_ka;:-. o ey = v K v I % S __;EI,E;G;},:O() AFBD i \’- LT __\'
Jumlah Per Sub Bidang Pengembangan usaha ekonomi produsts serta pembangunan, permanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi 5, 305,600,000
;Z-;bangumn E!:z:a::; Hidup 1 Pengadaan Bibit Sengon dan Mahon Desa Jatimulyo 2000 Bibit Masyarakat ¥ W o v v v 47,000,000 AFBD v ¥
; 2 :’:ﬁ:r‘:;‘i:‘:’““ D’“"’a""_'! "'ie.:.‘?{“" B _ _nusT B\.r-irwgins.ari £00 h_‘!e‘ter” = Tasy?rak.a_t i1 m\.f . ¥ 2| v v ] \_.* 5 v 54,000,000| Swadaya v ¥
3 ;T;”;;‘::;ﬁ:;a" Dmmaj':! ek Dj. e l:Lisun Darussalam| 800 Meter 5 _Masvarakzt o ¥ "ll. ils: _\-' Vv I .\.* v 68,000,000| Swadaya v v
q E:;ﬁ:;rmr:::::;sz Tanaman Toga untuk Desa lahmmyo _*‘J:IEII} Bibit Masyarakat i ¥ i) v Dk _--' il W _ \-““ i W 36,000,000 APBD v v
5 Penyelenggaran Program Curah Bersi Desa Jatimulye 2 Paket Masyarakat v Vv 12,000,000] APBD W W
Jumlah Per Sub Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup 217,000,000
Jumlah Per Bidang 2 26,347, 537,100
: :::‘:L’:’::hm 1 |Pembinaan Lembaga RT Dess Jatimulyo B AT Masyarakat WIE Sl A Lo T i ¥
Z |Pembinazan Lembaga W Desa Jatimulyo 4 RW Masyarakat v ¥ ¥ v v v 3,000,000 ADD ¥
3- Pelatihan Linmas Desa Desa Jatimulya 30 Linmas Masyarakat v v W v W v 18,000,000} ADD v
4 |Pengadaan Peralatan Tenis Meja Desa Jatimulyo 2 Paket fagyaraiat W v v §,000,000] AFBD W
5 |Pengadaan Peralatan Bala Volley Desa Jatimuiyo Z Paket Masyarakat v v 5,000,000 AFBD v
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} f Prakiraan Biaya dan Sumber .
Bidangy Jenis Kegiatan ¥ + o v Y 4 o o ! ]’f:mn Prakiraan Pola Pelaksanaan
Na No. Jenis Kegiatan = "S’iﬂ;ﬂw’ Prakiraan Volumd  Sasaran/ Manfaat R ] e
Bidang Sub Bidang Tahun 1| Tahun 2 | Tahuwn 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun & | Tahun 7| Tehun 8] Jumiah (Rp) Sumber = m::. a Fihak
r
Maca g
1 P = 4 5 & 7 g g I Fiy 12 I3 Id 15 1& 17 I8 I8 20 21
& |Pengadaan Peralatan Sepak Bola Desa Jatimulyo 2 Paket Masyarakat W v 8,000,000| APED v
7 |Pangadaan Peralatan Buin Tangkis Desa Jatmulyo I Paket Masyaraiat ¥ ¥ 8,000,000 AFBD W
— ——= L — e — — — — — WP (— ——— e —— e L DU M
& |Lomba Siskamling [esa Jatimulyo 2 Paket Matyarakat W & ¥ v 6,000,000 APSD ¥
2 |Pengadaan Peralatan Kesenian Desa Jatimulyo 2 Paket Masyarakat v W ¥ 60,000,000| APBD W
| Pemberian Makanan Tambahan Bag: Ba‘ta dan e T . | T ; : =
10 by Hamil i P i Desa Jatimulyo 10 Paket Masyarakat v ') W W ' v v v 72,000,000 ADD W
Jusnlah Per Bidang 3 195,900,000
4| Pemberdayaan
1 |Pelatihan Usaha Ikan Air Tawar Desa Jatimulyo & Paket & Kelompok v W v 17,000,000 APBD W
Masyarakat
Bimbirnigan Teknis Kader Pemberdayaan 4 T h
2 Masyarskat [ Desa Jatimuiyo 1 Paket 5 Orang ! W W .\.fr_ W v Y 14,000,000 APBD W
3 |Pelatihan Pengurus BUMDes Desa Jatimutyo 1 Paket 4 Drang W W 6,000,000f AFBD ¥
4 |Pelatihan Pengurus PRK Desa Desa Jatimulyo 1 Paket PEK Desa W ¥ ¥ Y v ¥ 9,000,000| ACD ¥
5 |Penyedian Belanja Operasional PRI Desa Jabimulyo & Tahun PHK Desa v v + v W ¥ v v 72,000,000 ADD ¥
& |Penyedian Belanja Operasional LFMD Desa Jatimulyo & Tahun LPM Desa W v v ' W v v v 15,000,000] ADD ¥
7 |Penyedian Belanja Operasional Karang Taruna Dess Jatimulyo & Tahun Karang Taruna W v ¥ v v W v v 15,000,000 ADD W
5 |Pengembangan Usaha BUMDes Dresa Jatimulyo 2 Tahun BUM Desa v v W v 50,000,0000 ADD W
9 |Kegiatan Gerzkan Masyarakat Sehat Desa Jatimisdyo 6 Tahun Karang Werdha v v v v v Y v v 42,000,000f ADD W
10 |Kegiztan Pemberian Makanan Tambahan Desa Jatimufyo & Tahun PKK Desa ' v W Y W v.-' v v 80,000,000 ADD )
l.{eqiatan Pelat.u.wan Bagi Kz-pa-l-a Desa r,.J;n i = = = J 1 S [ i )
&l P ) i [}
: 11 Perangkat Desa Desa Jatimulyo & Tahun Aparatur Pemdes y ¥ ¥ v gt 3 v 3 12,000,000 ADD ¥
12 |kegiatan koperasi Desa Desa Jabmulyo 4 Tahun Masyarakat v v ¥ ¥ 50,000,000 [1]a] v
13 |Rehap pasar Desa Deza Jatimulyo 4 Tahun Masyarakat v W Y v 350,000,000 OO v
14 |Kegiatan Ketahanan Pangan Nabat dan hewand De<a Jatimulyo 7 Tahun Masyarakat 3 v v W v 7 3 224,696,855 (W8] LY
Jumlah Per Bidamg 4 956,696,595
5 Penanggulangan Pena langan 7 ’
J mmn:,ggamzt ari B:?E:n? 1 |Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana Desa Jatimudys L Tahun Masyarakat f W v v W \.f Y 2400, 000 oo v
Mendesak Desa
T. i
:;ﬂgmkapan S e Desa Jatimulye 1 Tahun Masyarakat W W v v Y + v 29 150,000 (78] v
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; Prakirsan Biaya dan Sumber
Bidang/ Jenis Kegiatan v W W v W v v v Pembiayaan Prakirsan Pola Pelaksanaan
o Jenis Keglatan WWDL?::‘;RWI Prakiraan Volumd  Sasaran/ Manfast cvearaor | 175 Kerjasam
Eidang Sub Bidang 5 Tahun 1| Tahun 2 | Tabun 3| Tahun 4 | Tahun & | Tahun 6 | Tahun 7 | Tahun 8| Jumiah (Rp) Surmber 4 ""‘r a Pihak,
Dl =9
g 2 3 5 & Ea 8 2 i FFi 12 13 M 5 1s 17 i8 19 20 21
;:rr::e‘-::ggalan','a Felayanan Tanggap Darurat Desa Jatimulyo 1 Tahun Masyarakat v A W W W W W 26,450, (00 oD v
Penanganan Keadaan Darurat Desa Jatimulyo 1 Tahun Masyarakat v A v v v Vd W 82584345 DD ¥
Bantuan Langsung Tunal / BLT Desa Jatimulyo 1 Tahun Masyarakat v V ¥ W y v v 204000000 DD W
Bantuan Langsung Tunai / BLT Tahap IT Desa Jatimulys 1 Tahun Masyarakat v v v W y v v 1s0.200000 DD v
Bartuan Langsung Tunal / BLT Tahap IT1 Desa Jatimulyo 1 Tahun Masyarakat W ¥ v ¥ v v ¥ 10200000 DD W
Pengadaan Masker Desa Jatimulyo 1 Tahun Masyarakat v 68, 00, fod [ ¥
oL 2 5 e W e B A e P o S HLEVERSHT HaSsii= Rl 1
tF‘;‘Ij:qnggu'langan Daeakiatats FaykE Hieta Desa Jatimulyo 1 Tahun Masyarakat W #6, 184,520 oD ¥
jng 5 820,178,865
| JUMLAH KESELURLIHAN 33,426, 270,860
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